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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 62 TAHUN 1999 TENTANG ...
32/33/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum; 9. Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 27 Juli 1999 Tentang Direksi
Dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Ini Yang Dimaksud Dengan : A. Bank
Adalah Bank Pembangunan Daerah Yang ... Feb 6th, 2024

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
Akademik/draft I/draft II) , Judul Kegiatan, Unit Kerja Es. II, Unit Kerja Es.I, Dan
Tahun Pembuatan. Judul Diketik Menggunakan Huruf Kapital, Simetris Di Tengah
(center), Tidak Diperkenankan Menggunakan Singkatan Kecuali Nama Atau Istilah,
Tidak Disusun Dalam Kalimat Tanya Serta Tidak Ditutup Dengan Tanda Baca
Apapun. Apr 2th, 2024

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI ...
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; C. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan
Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Feb 13th, 2024

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI ...
Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan Dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19/1984, Kh. 059/kpts-ii/1984 Dan Pu.124/kpts/1984
Tahun 1984 Tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan
Daerah Aliran Sungai Prioritas Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan Dan
Menteri Pekerjaan Umum, Menimbang: A. Jan 18th, 2024

Penggunaan Pohon Keputusan Dalam Teori Keputusan
Expected Monetary Value (EMV) Expected Monetary Value Atau Perkiraan Nilai
Moneter Adalah Suatu Kriteria Yang Memanfaatkan Probabilitas Tentag Terjadinya
Situasi Masa Depan Dalam Pemilihan Alternatif-alternatif Keputusan. Dengan
Kriteria Ini, Seorang Pembuat Keputusan Harus Mar 12th, 2024

- Peraturan Menteri Dalam Negeri - Permendagri No.54 Th ...
- Permendagri_no.19_th_2013_lampiran - Permendagri_no.26-th_2010 ... -
Permendagri_no.69_th_2012_lampiran_iii - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur -
Perda_6_2002 Ttg Retribusi Biaya Teratera Ulang Dan Kalibrasi - Perda_7_th_2002
Ttg Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang - Perda_3_2003 Ttg Retribusi



Pemeriksaan Pengukuran Dan Pengujian Hasil Hutan - Perda_4_2003 Perda_5_1992c
Tentang ... Apr 5th, 2024

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 ...
2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal Di Daerah (Lembaran Negara ... Paten/kota Di Wilayahnya; B. Pemberian
Bimbingan, Supervisi, Konsultasi Terhadap Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pengem- ... Dikoordinasikan Oleh Direktorat Jenderal Bina Pem-bangunan Daerah.
BAB VIII PELAPORAN Mar 25th, 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 ... - Pengadaan.id
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah” A. Pengantar Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Mempunyai Peran
Penting Dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional Feb 4th, 2024

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG ...
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Ini Yang Dimaksud
Dengan: 1. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD Menurut Asas Otonomi Dan Tugas
Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem Dan Prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia ... Mar 3th, 2024

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG ...
Operasional Dinas Atau Badan Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Dinas Atau
Badan. 11. Tata Naskah Dinas Adalah Pengelolaan Informasi Tertulis Yang Meliputi
Pengaturan Jenis, Format, Penyiapan, Pengamanan, Pengabsahan, Distribusi Dan
Penyimpanan Naskah Dinas Serta Media Yang Digunakan Dalam Komunikasi
Kedinasan. 12. Mar 10th, 2024

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ...
A. Jenis Naskah Dinas 1. Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas Arahan Merupakan
Naskah Dinas Yang Memuat Kebijakan Pokok Atau Kebijakan Pelaksanaan Yang
Harus Dipedomani Dan Dilaksanakan Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Kegiatan
Setiap Instansi Pemerintah Yang Bersifat Pengaturan, Penetapan, Dan Penugasan.
A) Naskah Dinas Pengaturan Mar 22th, 2024

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG ...
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perlu Menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Apr 15th, 2024

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI - Flevin.com
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA



PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
RKPD TAHUN 2014 DAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 I. PENDAHULUAN Sesuai
Dengan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Jan 12th, 2024

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; C. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan
Sebagaimana Di Maksud Dalam Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan ... Apr 24th, 2024

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum Dan Aspek Daya Saing Daerah. Jenis Informasi
Gambaran Umum Kondisi Daerah Berikut Sumbernya Dapat Diperoleh Melalui: 1)
Data Primer Yang Diperoleh Dari Kegiatan Penelitian, Monitoring Dan Evaluasi, Serta
Kegiatan Sejenis Lainnya Yang Dilaksanakan Secara Periodik Oleh Perangkat
Daerah. Jan 1th, 2024

Lampiran A.I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DAERAH Lampiran A.II : PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006 . KODE FUNGSI 01.
Pelayanan Umum 02. Pertahanan *) 03. Ketertiban Dan Ketentraman 04. Ekonomi
05. Lingkungan Hidup 06. Perumahan Dan Fasilitas Umum 07. Kesehatan 08.
Pariwisata Dan Budaya 09. Agama *) 10. Pendidikan 11. Perlindungan Sosial
Keterangan : *) Urusan ... Jan 5th, 2024

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2009
Dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem Dan
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah
Adalah Emerintah P Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/kota Sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Jan 12th, 2024

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG ...
Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem Dan Prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah
Adalah Gubernur, Bupati, Dan/atau Walikota, Dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Apr 1th, 2024

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG ...
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor . ...
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran ... Keuntungan,
Dan Dalam Melakukan Kegiatannya Didasarkan Pada Prinsip Efisiensi Dan



Produktivitas. 2. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, Yang Selanjutnya Disingkat PPK-
BLUD Adalah Pola ... Mar 18th, 2024

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI …
Lampiran Ii Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah Panduan Penyusunan Sistem Akun Jan 5th, 2024

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN …
Menjadi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Dan
Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara. Pasal 5 (1) Dalam
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Mengalokasikan
Anggaran Yang Memadai Untuk Penanganan Pandemi Corona Feb 7th, 2024

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI …
Diwujudkan Dalam Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Dan
Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Yang Disepakati
Bersama Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD Sebagai Dasar Dalam Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2014. Jan 3th, 2024

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Dalam Menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Dan Rancangan Prioritas
Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pemerintah Provinsi Harus Berpedoman
Pada RKPD Provinsi Tahun 2012 Dan RKP Tahun 2012. Untuk Pemerintah
Kabupaten/kota Harus Berpedoman P Feb 3th, 2024

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN …
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN ... Penyuluhan Kesehatan (seperti Kesehatan Ibu Dan Anak,
Kesehatan Lingkungan Atau Sanitasi, Kesehatan Reproduksi Remaja, ... PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI Jan 15th, 2024

PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS: KEPUTUSAN INVESTASI MODAL ...
Investasi Awalnya, Semakin Berisiko Pula Proyek Tersebut. Periode Payback =
Investasi Awal/Arus Kas Tahunan . Contoh: Sebuah Fasilitas Baru Mesin Pencuci
Mobil Memerlukan Investasi Sebesar Rp.100.000 Dan Memiliki Umur Ekonomis Lima
Tahun Dengan Ekspektasi Arus Kas Tahunan Sebagai Apr 20th, 2024
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